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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kedudukan Bank Tanah Sebagai Badan Hukum yang Diberi 

Kewenangan Untuk Mengelola Tanah 

Pemerintah mengesahkan UUCK yang bertujuan untuk 

menyederhanakan regulasi dan/atau perizinan sebagai salah satu upaya untuk 

menarik investor. Dalam UUCK khususnya pengaturan di bidang pertanahan, 

pemerintah membentuk Bank Tanah yang merupakan badan khusus yang 

mengelola tanah, menjamin ketersediaan tanah dan memiliki fungsi yaitu 

melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, 

pemanfaatan dan pendistribusian tanah yang bersifat transparan, akuntabel 

dan nonprofit. Konsekuensi dari fungsi tersebut, maka Bank Tanah 

bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka 

ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, 

kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, 

dan reforma agraria sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) UUCK. 

Pasal 126 ayat (1) UUCK menunjukkan bahwa pengaturan Bank Tanah dalam 

UUCK telah memberikan kepastian hukum yaitu bahwa pengaturan Bank 

Tanah dalam UUCK sesuai dengan konstitusi atau UUD 1945 lebih 

khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena Bank Tanah yang merupakan 

badan hukum khusus yang memiliki struktur seperti, antara lain; 1) komite 

yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden; 2) Badan 

Pengawas; dan 3) Badan Pelaksana. Dikatakan khusus karena Bank Tanah 

bertanggungjawab kepada Presiden. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank 

Tanah adalah negara yang bertindak sebagai badan hukum sehingga membuat 

Bank Tanah memenuhi salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 yaitu tanah dikuasai oleh negara. Kemudian, unsur lainnya 

yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu digunakan untuk 

sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat juga terpenuhi oleh Bank Tanah 
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yang terlihat dari fungsi dan tugas Bank Tanah yang diantaranya adalah 

melakukan pendistribusian tanah yang berkaitan dengan pembagian tanah 

sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk reforma agraria. 

Selain itu, dengan merujuk pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

dalam Naskah Akademik UUCK, pengaturan Bank Tanah telah memenuhi 

unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut 

dilihat pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UUCK, bahwa UUCK 

berlandaskan pada peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan 

pekerjaan dalam rangka memenuhi hak-hak atas pekerjaan dan 

penghimpunan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 

Tidak hanya itu, Bank Tanah juga menjamin ketersediaan tanah dalam 

ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan 

nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. 

Dengan demikian, menurut hemat penulis, berdasarkan pemaparan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kedudukan Bank Tanah sebagai badan hukum yang 

diberi kewenangan untuk mengelola tanah telah memenuhi usnur-unsur yang 

terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

 

5.1.2 Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Bank Tanah 

Berkaitan dengan Pemberian Hak Pengelolaan kepada Bank Tanah, 

Hak Pengelolaan yang semula tidak jelas eksistensinya dalam Hukum Tanah 

karena tidak tercantumnya Hak Pengelolaan dalam Pasal 16 UUPA sebagai 

hak atas tanah, kemudian eksistensinya diperkuat oleh Pasal 136 UUCK yang 

merupakan dasar penguatan Hak Pengelolaan. Konstitusionalitas pemberian 

Hak Pengelolaan Bank Tanah ditentukan terhadap pemenuhan unsur-unsur 

yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa pemberian 

Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara sehingga tanah Hak 

Pengelolaan merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Kemudian, 

pemberian Hak Pengelolaan kepada Bank Tanah juga berorientasi terhadap 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terlihat pada fungsi dan tugas 

Bank Tanah yang salah satunya melakukan pendistribusian tanah yang 

diwujudkan melalui pembagian tanah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk 
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reforma agraria. Selain itu, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat juga dapat 

dilihat dari dilepaskannya tanah Hak Pengelolaan kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah, pertanian, dan/atau perkebunan yang telah 

dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, penulis memberikan 

kesimpulan bahwa pemberian Hak Pengelolaan kepada Bank Tanah telah 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Setelah melakukan analisis pada Bab IV, meskipun telah terpenuhinya 

ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terhadap kedudukan Bank 

Tanah sebagai badan hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah 

serta pemberian Hak Pengelolaan kepada Bank Tanah, terdapat beberapa 

aspek negatif yang mungkin timbul dari hasil analisis. Penulis mencoba 

memberikan saran terkait dengan apa yang terdapat dari hasil analisis. Saran 

yang diberikan dimaksudkan supaya pelaksanaan pemberian Hak 

Pengelolaan kepada Bank Tanah dapat terselenggara dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi para 

pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemberian Hak Pengelolaan 

kepada Bank Tanah. Bahwa, dalam rangka menjamin terlaksananya 

penyelenggaraan Bank Tanah, Pemerintah membentuk PP 64/21 yang 

kemudian menyebutkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. 

Terdapat 7 (tujuh) Peraturan Presiden yang disebutkan dalam PP 64/21 dan 2 

(dua) Keputusan Presiden.152 Namun, Peraturan Presiden dan Keputusan 

Presiden tersebut sampai saat ini belum diterbitkan dan tidak adanya batasan 

waktu terhadap penerbitan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden 

tersebut. Dengan demikian, penulis menyarankan perlu segera dibentuk 

Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang dilandasi oleh keinginan 

Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden dan Keputusan 

 
152 7 Perpres antara lain; 1) Perpres tentang Penyertaan Modal; 2) Perpres tentang Tugas Komite; 
3) Prepres tentang Pengangkatan Dewan Pengawas; 4) Perpres tentang Hak Kewenangan dan 
Fasilitas Struktur Bank Tanah; 5) Perpres tentang Pinjaman; 6) Perpres tentang Laporan Tahunan 
Dewan Pengawas; dan 7) Perpres tentang Penyertaan Modal. 2 Keputusan Presiden, yaitu 
Keputusan Presiden tentang Ketua dan Anggota Komite dan Keputusan Presiden tentang Dewan 
Pengawas. 
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Presiden demi terlaksananya penyelenggaraan Bank Tanah dengan baik dan 

dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi 

para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemberian Hak Pengelolaan 

kepada Bank Tanah yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 

 

5.2.2 Bank Tanah yang merupakan badan khusus badan hukum Indonesia secara 

yuridis tidak bertujuan mencari keuntungan sebagaimana badan hukum 

lainnya. Atas konsekuensi yuridis tersebut, Bank Tanah dalam berkegiatan 

tidak diperbolehkan berfokus pada keuntungan. Namun, jika dalam 

pelaksanannya dikemudian hari suatu saat Bank Tanah mendapatkan 

keuntungan, maka keuntungan tersebut harus digunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sehingga keuntungan tersebut digunakan untuk 

membeli tanah dan dibagikan kepada masyarakat. Tidak adanya pengaturan 

terkait dengan keuntungan Bank Tanah akan menyebabkan penyelenggaraan 

Bank Tanah bertentangan dengan unsur yang terkandung di dalam Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 yaitu unsur sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk perlu adanya 

pengaturan secara tegas bahwa Bank Tanah tidak dimaksudkan mencari 

keuntungan, dan apabila pada pelaksanaannya Bank Tanah suatu ketika 

memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut harus diakumulasikan dalam 

rangka pembagian tanah kepada masyarakat sebesar 30% (tiga puluh persen).  
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